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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negarc! Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir ~ dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Ji Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
II 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); · 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, ayat {4) Peraturan 
Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Pembayaran Dengan Angsuran 
dan Penundaan Pembayaran, Serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Menimbang 

BUPATI NGADA, 

\ 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERA TURAN BUPATI NGADA 
NOMOR 37 TAHUN 2013 

TENT ANG 
TATA CARA PEMBAYARAN, PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN 

PENUNDAANPEMBAYARAN,SERTATEMPATPEMBAYARAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN 

NGADA 

BUPATI NGADA 

• 
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PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, 
PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN 
PEMBAYARAN, SERTA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN DI KABUPATEN NGADA. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri 
D Nomor 3); 

12. Peraturan :Daerah· KabupaterC"Ngada"'Noinor 14' Tahun ·2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran .. Daerah. Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 ); 

Peraturan, Pemerintah Namer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenritahari Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara··Repubiik· °fndcmesfai· Tahiin 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan · Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah" (lemba"ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 1651 Tambat)a_r1_ J:~mbaran , Negara Repu_blik Indonesia 
Nomor. .4593); · · · - 

- . - - - ·- - - - . - - . - - . 

9. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. 

7. 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Namer 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Namer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Namer 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
· Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. 

Menetapkan 

: :l •. 

... 
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Pasal3 

(1) Pembayaran.Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan sekaligus atau Junas. 

(2) Pajak yang terutang berdasarkan Sf>PT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) 
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

BAB II 

TATA CARA PEMBAYARAN 
Pasal2 

(1) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan di DPPKAD melalui Bendahara 
Penerimaan DPPKAD dan I atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Apabila tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ditempat lain yang 
ditetapkan, hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan harus disetor ke Kas Daerah 
melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD paling lambat 1 (satu) hari kerja. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada. 
2. Pemerintah Daerah adalah Penierintah Kabupaten Ngada dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Ngada. 
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Ngada. · 

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dlkuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, 
.pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

· perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah 
surat yang digunakan untuk memberitahukan .besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

9. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

SABI 

KETENTUAN UMUM 
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SERITA DAERAH KABUPATEN ,NGADA TAHUN 2013 NOMOR 316 

rMEDA MOSES 

Diundangkan di Bajawa 
L It. pada tanggal 5 Desember 2013 
l"f SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN NGADA,t 

~ MARIAN US SAE r 

Agar setiap orang mengefahuinya, memerintahkan pengundangan 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah ·Kabupaten Ngada. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. 

(4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud pada 
. . · ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah 

berdasark:an perundang-undangan. 

(5) Bupati atas pennohonan Wajib Pajak setefah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dapat memberikan ,persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

. ., 


